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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena 

Hibah di Kota Gorontalo harus memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu : 

a. Sertifikat Hak atas tanah atas nama pemberi Hibah; 

b. Akta Hibah, yang berisi pemberian hak atas tanah dari si pemberi 

hibah kepada pemohon/si penerima hibah; 

c. Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana hibah 

atas nama pemberi hibah sebagai pelaksanaan dari hibah yang 

dikausakan pelaksanaannya kepada pelaksana hibah tersebut; 

d. Bukti identitas pemohon, yaitu KTP; 

e. SPPT PBB tahun Berjalan; 

f. Bukti setor pembayaran BPHTB; 

g. Bukti setor pembayaran PPh, dalam hal pajak tersebut terutang. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan 

Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Hibah di Kota 

Gorontalo, antara lain yaitu: 



72 
 

a. Petugas BPN didalam melaksanakan tugas pelayanannya kepada 

masyarakat, didalam memberikan keterangan atau penjelasan 

kadang-kadang berbelit-belit dan kadang terjadi berkas 

permohonan peralihan hak yang sudah lama masuh BPN tetapi 

sampai melewati waktu yang telah ditentukan proses tersebut 

belum selesai/belum jadi. 

b. Masih adanya warga masyarakat yang belum menyadari tentang 

pentingnya pendaftaran tanah miliknya, apabila belum 

membutuhkan sertifikat untuk sesuatu keperluan maka mereka 

belum meprosesnya . 

5.2  Saran-saran 

  Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran   

sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada BPN agar kiranya dapat memberikan sosialisasi 

tentang pelaksananaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena 

hibah kepada masyarakat baik ditingkat kecamatan maupun desa dan 

hendaknya aparat pendaftaran tanah diharapkan membantu masyarakat 

yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai 

kebutuhan serta perlunya tenaga yang professional baik teknis maupun 

administrasi sehingga dalam melayani masyarakat dapat dilakukan 

secara cepat, akurat dan professional. 

2. Perlu adanya peraturan yang tegas mengenai batas waktu pendaftaran 

peralihan hak atas tanah hak milik dan sanksi pihak yang tidak 

melaksanakannya. 
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